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ABSTRACT 
 
 

Background: As an indication of the government's commitment in implementing the 

JKN Program, the President issued Presidential Instruction Number 8 of 2017 and 

Presidential Instruction Number 1 of 2022 regarding Optimizing the Implementation of 

the JKN Program. Based on data for 2021, Empat Lawang Regency is the district with the 

lowest participation achievement in South Sumatra Province.  

Objective: This study aims to evaluate the implementation of the JKN program in an 

effort towards UHC in Empat Lawang District. 

Method: This study used qualitative design. Informants selection using a purposive 

technique. In-depth interviews with seven informants, document reviews, and observation 

were used to collect the data. Using a technique and source triangulation, validate your 

data. The content analysis method is then used to analyze it.  

Result: The result showed that in terms of input, the availability of human resources did 

not meet the standard of publich health center manpower according to the Minister of 

Health Regulation number 75 of 2014 and the target ratio population, there were no 

written policies such as Regency Policy regarding Optimization of the Implementation of 

the JKN Program, there was no information system available for proposing membership 

by Contribution Assistance Recipients of Regional Revenue and Expenditure Budget 

(PBI APBD). In terms of process, Budget restrictions and a number of other challenges 

were encountered, and the local government lacked information on those without health 

insurance. In terms of output, the achievement of JKN Participation in Empat Lawang 

Regency as of July 2022 was 64.34% which tends to increase from 2021 but has not yet 

reached the national target. 

Conclusion: The Regional Government of Empat Lawang Regency has carried out 

several Instructions instructed in the Second Presidential Instruction. There are several 

instructions that have not been implemented, such as Non-State Civil Apparatus 

Membership, JKN Participation is a requirement in the completeness of licensing 

processing documents; and the imposition of administrative sanctions for Employers 

other than State Administrators. 

 

Keywords :  National Health Insurance, Outcomes, Evaluation 
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ABSTRAK 
 
 

Latar Belakang: Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam implementasi Program 

JKN Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 dan Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. 

Berdasarkan data Tahun 2021 Kabupaten Empat Lawang merupakan Kabupaten dengan 

capaian kepesertaan terendah di Provinsi Sumatera Selatan.  

Tujuan: Untuk mengevaluasi pelaksanaan program JKN dalam upaya menuju UHC di 

Kabupaten Empat Lawang.  

Metode: Penelitian menggunakan desain kualitatif. Pemilihan informan menggunakan 

teknik purposive. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam kepada 7 informan, 

telaah dokumen dan observasi. Validasi data yang digunakan triangulasi metode dan 

sumber. Selanjutnya, dianalisis menggunakan metode analisis konten.  

Hasil: Penelitian ini menunjukkan dari segi input ditemukan ketersediaan SDM yang 

belum memenuhi standar ketenagaan puskesmas sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 

dan target ratio penduduk, belum tersedia kebijakan tertulis seperti Perda/Perbup terkait 

Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, belum tersedia sistem informasi untuk 

pengusulan kepesertaaan PBI APBD. Dari segi proses ditemukan kendala berupa 

keterbatasan anggaran dan ada beberapa kendala dari berbagai segmen serta pemda belum 

memiliki data masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Dari segi ouput 

capaian Kepesertaan JKN di Kabupaten Empat Lawang per Juli 2022 sebesar 64,34% 

yang cenderung meningkat dari tahun 2021 namun belum mencapai target nasional. 

Kesimpulan: Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang telah menjalankan beberapa 

Instruksi yang diinstruksikan dalam Kedua Instruksi Presiden. Ada beberapa instruksi 

yang belum dijalankan seperti Kepesertaan Non ASN, Kepesertaan JKN menjadi syarat 

dalam kelengkapan dokumen pengurusan perizinan; dan pengenaan sanksi administratif 

bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara. 

 

Kata Kunci :  Jaminan Kesehatan Nasional, Capaian, Evaluasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Universal Health Coverage (UHC) telah diidentifikasi sebagai 

prioritas untuk agenda kesehatan global. UHC berarti bahwa semua orang 

dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan, tanpa menderita 

kesulitan keuangan, dan menjadi bagian penting dari Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)  pada tahun 

2015. Pada bulan September 2019, semua negara anggota Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) telah berkomitmen kuat untuk mencapai UHC pada 

tahun 2030, dengan upaya global untuk membangun dunia yang lebih sehat 

untuk semua (Tao et al., 2020). 

Universal Health Coverage (UHC) mengacu pada sistem 

perawatan kesehatan yang memberikan cakupan perawatan kesehatan 

berkualitas dan perlindungan finansial kepada semua warga negara. Ini telah 

menjadi konsep yang diterima secara global untuk mengadvokasi akses 

kesehatan, dan keterjangkauan, perawatan kesehatan dan diakui dalam 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Agar negara-negara dapat mencapai 

UHC, diperlukan serangkaian prasyarat, seperti kemauan politik dan 

dukungan pemangku kepentingan untuk pendanaan sektor publik yang 

dominan. WHO juga mengusulkan empat atribut penting: untuk mencapai 

UHC: sistem kesehatan yang efisien dan dikelola dengan baik; sistem 

pembiayaan yang terjangkau dan merata; akses ke obat-obatan dan 

teknologi esensial; dan tenaga kesehatan yang cukup terlatih dan termotivasi 

(Suzana et al., 2018).  

World Health Organization (WHO) dalam “Health System 

Financing: The Path to Universal Coverage” (The World Health Report, 

2010) memperkenalkan tiga dimensi penting sebagai indikator capaian 

Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage or UHC) yaitu: a) 

presentase penduduk yang dicakup, b) tingkat kelengkapan (komprehensif) 
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paket layanan kesehatan yang dijamin, dan c) presentase biaya kesehatan 

yang masih ditanggung penduduk. 

Untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk atau 

jaminan kesehatan semesta sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan 

Undang-Undang no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN), pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) pada awal tahun 2014. Jaminan Kesehatan Semesta ini bertujuan 

untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang 

komprehensif, bermutu dan merata bagi seluruh penduduk (Esty, 2019). 

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam implementasi 

Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) 

Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Presiden menekankan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati dan 

Walikota) untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati 

dan Walikota dalam melaksanakan JKN; mengalokasikan anggaran untuk 

pelaksanaan JKN; memastikan Bupati dan Walikota mengalokasikan 

anggaran serupa, dan mendaftarkan seluruh penduduknya sebagai peserta 

JKN; menyediakan sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia 

(SDM)  kesehatan di wilayahnya; memastikan Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) mendaftarkan pengurus dan pekerja serta anggota keluarganya 

dalam program JKN sekaligus pembayaran iurannya (Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan., 2018).  

Pada Tanggal 6 Januari Tahun 2022 Presiden kembali 

mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam Inpres tersebut 

terdapat beberapa penambahan instruksi kepada Pemerintah Daerah yaitu 

seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif 

program JKN; Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggaa Negara 

mendaftarkan anggota keluarganya menjadi peserta aktif dalam program 

JKN; seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah Non Aparatur Sipil 

Negara (ASN) merupakan peserta aktif program JKN; pendaftaran, 
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perencananan, dan penganggaran dan pembayaran iuran Kepala Desa dan 

Perangkat Desa sebagai peserta aktif dalam program JKN; pengalokasian 

anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang 

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai peserta aktif program 

JKN; adanya ketersediaan obat dan alat kesehatan. Hal ini menujukkan 

bahwa Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh lapisan masyarakat 

terlindungi jaminan kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan., 2022).  

Pemda sendiri selama ini memang telah menjadi tulang punggung 

implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya program 

JKN-KIS. Setidaknya ada tiga peran penting Pemda dalam upaya 

mengoptimalkan program JKN-KIS, diantaranya memperluas cakupan 

kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta meningkatkan tingkat 

kepatuhan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan., 2016).  

 Pada tahun 2020 sebanyak 82% penduduk Indonesia telah menjadi 

peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN) dimana terdapat 4 (empat) 

provinsi yang telah mencapai kepesertaan semesta/ Universal Health 

Coverage (UHC), yaitu Provinsi DKI Jakarta, Papua Barat, Aceh, dan 

Sulawesi Utara. Cakupan kepesertaan JKN terbanyak yaitu pada penduduk 

Provinsi DKI Jakarta (162,9%), sedangkan Sumatera Selatan termasuk 

enam provinsi dengan cakupan kepesertaan JKN terendah yaitu Provinsi 

Riau, Maluku Utara, Jambi, Banten, Jawa, Barat dan Sumatera Selatan 

dengan cakupan kepesertaan JKN 74,7% (Kementerian Kesehatan RI, 

2020).  

Berdasarkan data Semester I Tahun 2021 dari Dinas Kesehatan 

Provinsi Sumatera Selatan, capaian kepesertaan JKN Provinsi Sumsel 

mencapai 85,20%. Dari 17 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 

Kabupaten Empat Lawang merupakan Kabupaten dengan capaian 

kepesertaan JKN terendah sebesar 57,91% (Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Selatan, 2021).  

Berdasarkan hasil survei awal di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Empat Lawang capaian kepesertaan jaminan kesehatan Kabupaten Empat 
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Lawang belum mencapai target Universal Health Coverage. Program 

penerima bantuan iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah 

dilaksanakan namun masih belum dapat memenuhi target capaian UHC di 

Kabupaten Empat Lawang. Kepesertaan JKN Kabupaten Empat Lawang 

tahun 2020 sudah mencapai 52,07% artinya masih tersisa 47,93% lagi 

penduduk yang belum tercover JKN (Dinas Kesehatan Kabupaten Empat 

Lawang, 2021).  

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka perlu dilakukan 

Evaluasi Pelaksanaan Program JKN Dalam Upaya Menuju UHC di 

Kabupaten Empat Lawang untuk melihat bagaimana pelaksanaan Instruksi 

Presiden (Inpres) nomor 8 tahun 2017 dan kesiapan  pelaksanaan Inpres 

nomor 1 tahun 2022 terkait Program JKN di Kabupaten Empat Lawang.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Program JKN telah terlaksana sejak tahun 2014, sebagai bentuk 

keseriusan pemerintah dalam implementasi Program JKN Presiden Joko 

Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 dan Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini menujukkan bahwa Pemerintah 

berkomitmen memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi jaminan 

kesehatan. Pada tahun 2021 Kabupaten Empat Lawang merupakan 

Kabupaten dengan capaian kepesertaan terendah di Provinsi Sumatera 

Selatan. Kondisi ini mengindikasikan belum terlaksananya program JKN 

secara optimal. Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini 

bagaimana pelaksanaan program JKN dalam upaya menuju UHC di 

Kabupaten Empat Lawang dan apakah pemerintah daerah Kabupaten Empat 

Lawang telah melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 dan 

Nomor 1 Tahun 2022 dalam Optimalisasi Program JKN di Kabupaten 

Empat Lawang. 
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1.3. Maksud atau Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk Mengevaluasi 

Pelaksanaan Program JKN Dalam Upaya Menuju UHC di Kabupaten Empat 

Lawang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis parameter input (SDM, anggaran, sarana dan prasarana, 

metode dan Teknologi/ IT) dalam pada Pelaksanaan Program JKN 

Dalam Upaya Menuju UHC di Kabupaten Empat Lawang  

b. Menganalisis parameter proses (Penyusunan regulasi serta pengalokasian 

anggaran; Perluasaan kepesertaan JKN; Sebagai syarat kelengkapan dokumen 

pengurus perizinan; Pekerja Penyelenggara Negara mendaftarkan anggota 

keluarga lain sebagai peserta program JKN; Kepesertaan Non ASN; 

Kepesertaan  Kepala Desa dan Perangkat Desa; Pengalokasian anggaran dan 

pembayaran iuran Premi PBI APBD dan bantuan  iuran PBPU Kelas 3; 

Kepesertaan Badan Usaha; Pembayaran iuran Badan Usaha; Pengenaan 

Sanksi Administratif) 

c. Menganalisis parameter output capaian kepesertaan Program JKN di 

Kabupaten Empat Lawang  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis  

a. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah 

dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 dan Nomor 1 

Tahun 2022 Terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN di 

Kabupaten Empat Lawang, sehingga dapat mencari solusi untuk 

mengatasi kendala-kendala tersebut. 

b. Bagi Dinas Kesehatan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan 

sehingga kebijakan pembiayaan kesehatan kedepan lebih efektif dan 

efisien.  
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2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan  

Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat lebih memperkaya 

ilmu pengetahuan dibidang kesehatan khususnya tentang pelaksanaan 

program JKN aspek perluasan peserta di Pemerintah Daerah.  

3. Manfaat pada peneliti  

a. Memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang penelitian 

sehubungan dengan judul dan hasil penelitian ini.  

b. Sebagai sumber bacaan yang dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti 

selanjutnya. 

4. Manfaat Dari Segi Kebijakan  

Diharapkan dapat memberikan informasi baru mengenai kebijakan 

bagi seluruh elemen di Kabupaten Empat Lawang, dan dapat memberikan 

pemikiran untuk menanamkan kesadaran, bahwa pemerintah dan 

masyarakat Kabupaten Empat Lawang memiliki kewajiban yang sama 

dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi jaminan 

kesehatan.  
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